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A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus
dipenuhi setiap saat. Terkait dengan kebutuhan dasar yang demikian tinggi,
maka pangan sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia.
Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan
prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang
berharkat dan bermartabat serta mempunyai basis sumber daya manusia
yang berkualitas. Bangsa Indonesia mempunyai basis sumber daya nasional
yang tersebar di seluruh wilayah, sebagai tumpuan bagi upaya pemantapan
dan peningkatan ketahanan pangan.*

Menurut Undang -Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa salah satu
tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteran umum. Tanpa
terjaminnya dan ketersediaan-pangan yang memadai, tidak mungkin suatu
negara termasuk-Indonesia akan-mampu-mempertahankan keberlangsungan
suatu negara. Bahwa ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan
nasional tak dapat dibantah kebenarannya. Pada saat ini terdapat tiga

bidang permasalahan pangan yang dihadapi Indonesia yakni:?

1 Achmad Suryana, Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan
Pangan, BPFE, Yogyakarta, 2003, him 95.

2 Badan Intelijen Negara (BIN), Memperkuat Ketahanan Pangan Demi Masa Depan
Indonesia 2015 — 2025, Rumah Buku, Jakarta, him viii.



1. Kedaulatan pangan, yaitu bagaimana pemerintah melihat hak
negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan
pangan untuk menjadi hak hidup rakyat.

2. Kemandirian pangan yang bertolak pada kemampuan bangsa
Indonesia dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam,
terutama dari dalam negeri untuk menjamin pemenuhan kebutuhan
pangan yang cukup.

3. Kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan
perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,

baik kuantitas maupun kualitasnya.

Ketahanan pangan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2012 Tentang Pangan, merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi
negara Sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata, dan terjangkau-serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,
dan budaya masyarakat,-untuk dapat-hidup sehat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan.

Salah satu pangan penyumbang gizi terbaik berasal dari protein
hewani, yaitu diantaranya bahan-bahan pangan yang berasal dari hewan
yang dikategorikan sebagai sembilan bahan pokok (sembako) kebutuhan
masyarakat.> Bahan-bahan pangan yang berasal dari hewan ini diantaranya

adalah daging dan juga telur. Hal ini berarti, komoditas daging dan telur

% Boyle, M.A,, & Long, S., Personal Nutrition. Belmont: Wadsworth Cengage
Learning, <http://www.l-men.com/10-sumber-protein-part1>, 2010
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unggas sudah menjadi target kebijakan pangan nasional yang perlu
diwujudkan ketersediaannya dalam dimensi jumlah, kualitas, ruang, waktu
dan keterjangkauan.

Kebutuhan daging di Indonesia dapat dipenuhi salah satunya dari
daging unggas (broiler, layer afkir, pejantan, ayam kampung dan itik).
Konsumsi daging ayam pada tahun 2014 mencapai 4,48 kg/kap/th (total
kosumsi ayam ras pedaging, ayam ras petelur-afkir dan pejantan serta ayam
buras).*

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan daging ayam di Indonesia,
terdapat hanya satu perusahaan produsen biang benih ayam atau Great
Grand Parent Stock (GGPS). Untuk Industri benih ayam Grand Parent
Stock (GPS) tidak lebih dari 15 “perusahaan, dengan dua perusahaan
menguasai pangsa pasar 70%. Industri pembiakan bibit ayam terdiri atas
100 perusahaan, dengan lima perusahaan menguasai pangsa pasar 80% dan
sisanya terbagi di antara 95 perusahaan kecil dan menengah lainnya.®
Ekspansi ‘perusahaan tersebut ‘sangat. agresif, terutama perusahaan yang
sudah "go public* seperti-PT-Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Japfa
Comfeed Indonesia, PT Malindo Feedmill Thk.

Kebijakan pemerintah tentang peternakan ayam, untuk menjaga
stabilitas supply (pasokan) dan demand (permintaan) ayam ras pada saat ini
menurut Kementerian Pertanian terjadi kelebihan ketersediaan daging ayam

dan telur terhadap kebutuhan konsumsi. Berdasarkan data dari Kementerian

4 pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian, “Outlook Komoditas Pertanian Subsektor Peternakan Daging Ayam” 2015.
5 1bid.



Pertanian populasi ayam ras daging mencapai 3,3 Milyar ekor dan ayam ras
petelur 210 juta ekor. Sementara populasi ayam buras saat ini berjumlah 286
juta ekor.®

Selanjutnya Kementerian Pertanian melalui Direktur Budidaya dan
Perbibitan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementan, menjelaskan, bahwa kondisi perunggasan tahun 2016 ini telah
terjadi over supply produksi daging ayam yang disebabkan, impor Grand
Parent Stock (GPS) yang berlebihan di tahun 2013-2014 dikarenakan over
estimasi perhitungan demand.

Mengantisipasi permasalahan tersebut maka Kementerian Pertanian
telah menetapkan 5 (lima) kebijakan untuk menjaga stabilitas supply dan

demand ayam ras yaitu:”

1. Mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor
26/Permentan/PK.230/5/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan
Pengawasan Ayam-Ras.

2. Melakukan pengawasan-peredaran DOC (day old chick) sesuai
dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

3. Mengurangi impor bahan baku pakan secara bertahap untuk
disubsitusi dari dalam negeri.

4. Mendukung promosi mengkonsumsi ayam dan telur, mengubah

persepsi masyarakat tentang sehatnya mengkonsumsi ayam.

® Beledug Bantolo, “5 Kebijakan Kementan Jaga Stabilitas Supply & Demand
Daging Ayam “, <http://www.agrofarm.co.id >, [09 Agustus 2016].
7 Ibid.
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5. Program afkir dini induk

Terkait dengan program Kementerian Pertanian untuk afkir induk
yang bertujuan menjaga supply dan demand, ternyata menuai kontroversi
dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kementerian Pertanian
berdasarkan Surat dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor
15043/FK.010/F/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 perihal Penyesuaian
Populasi Parent Stock.-menginstruksikan - kepada para pelaku usaha
pembibitan ayam ras (parent stock) untuk menyeimbangkan supply demand
bibit ayam ras dengan cara melakukan pemusnahan parent stock sebanyak 6
(enam) juta ekor guna mengatur produksi. Terdapat 13 (tiga belas) pelaku
usaha yang mendapat perintah untuk melaksanakan program afkir dini
parent stock (PS)..Namun hanya 12 (dua belas) perusahaan produsen yang
sepakat untuk mengatur produksi dan membuat perjanjian di antara para
produsen guna melaksanakan program tersebut.®

Pada pelaksanaannya, afkir-dini tahap |.dilakukan dengan jumlah 2
(dua) juta ekor, namun-ketika afkir.dini .tahap 11" berlangsung, Komisi
Pengawas —Persaingan. -Usaha — (KPPU)~ " meminta dihentikan dan
memperkarakannya dengan tuduhan pelanggaran praktik kartel.® Kartel
merupakan organisasi para produsen barang dan atau jasa yang saling

bekerja sama untuk mengontrol produksi atau harga dengan tujuan mendikte

8 Kementan, Surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
Nomor 15043/FK.010/F/10/2015 perihal Penyesuaian Populasi Parent Stock.

® Hallobisnis.com, “KPPU : Penghentian Afkir Dini 12 Perusahaan Peternakan
Unggas”, <http://hallobisnis.com/kppu-penghentian-afkir-dini-12-perusahaan-peternakan-
unggas>, Senin, 03/10/2016 | 14:01 WIB.
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pasar.’® Menurut KPPU pengafkiran dini parent stock (PS) yang telah
dilakukan oleh 12 (dua belas) perusahaan produsen ayam sebanyak 3 (tiga)
juta ekor mengakibatkan harga ayam usia sehari (day old chick/DOC)
semakin melonjak, dengan asumsi bahwa DOC langka yang telah
merugikan konsumen dan peternakan rakyat.!* KPPU juga berpendapat
bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan tipu muslihat atau akal-akalan
korporasi unggas besar agar bisa mereguk keuntungan besar.}> Namun di
sisi lain, 12 perusahaan produsen yang melakukan program afkir dini parent
stock dilandasi perintah dari Kementrian Pertanian.

Selanjutnya 12 perusahaan yang menjalankan perintah dari
Kementerian Pertanian untuk melakukan program afkir dini parent stock
diputus dan dinyatakan bersalah oleh KPPU karena menurutnya 12
perusahaan tersebut telah melakukan praktik kartel yang melanggar Pasal 11
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1999).*3

Setelah- KPPU berhasil-menghentikan“dan memperkarakan program
afkir dini yang dilakukan oleh 12 perusahaan produsen ayam melalui

tindakan dan putusannya, ternyata tindakan KPPU tersebut tidak membuat

10 Suhasril dan Muhammad Taufik Makrao, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor: 2010, him. 57.

11 Ramanda Jahansyahtono, “Harga Ayam Melonjak Akibat Kartel”,
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/06/142456426/Harga.Ayam.Melonjak.A
kibat.Kartel>, [Sabtu, 6 Februari 2016 | 14:24 WIB].

2 Noverius Laoli, KPPU Menduga Adanya Praktik Kartel, Tribun Bisnis Koran,
Jakarta, 2016, him 1.

13 pytusan Perkara Nomor 02/KPPU-1/2016, him. 865
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keadaan peternak rakyat semakin membaik, bahkan keadaan peternak rakyat
semakin terpuruk dikarenakan jatuhnya harga ayam yang diakibatkan sektor
perunggasan saat ini sedang menghadapi dua masalah besar, yakni
kelebihan pasokan dan permintaan yang cenderung turun. Padahal,
sebelumnya Kementerian Pertanian sendiri seperti yang telah dijelaskan di
atas sebenarnya telah berupaya mengurangi kelebihan produksi demi
menjaga supply dan demand, namun dihentikan oleh KPPU.*

Keadaan. Peternak Rakyat dalam sepuluh tahun terakhir kian lesu,
bahkan tidak sedikit usaha peternak skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) ini bangkrut. Para Peternak UMKM ini juga merasa bahwa bentuk
pengaturan penyelenggaraan kegiatan usaha ayam ras di Indonesia ini pun
dinilai tidak pro terhadap mereka para peternak rakyat. Hal ini dikarenakan
bentuk penyelenggaraan kegiatan usaha ayam ras yang di atur di dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
justru memberikan-akses-kepada produsen ayam ras atau perusahaan besar
terintegrasi yang memiliki-stok-indukan-untuk masuk dan menjual ayam ke
pasar tradisonal yang mengakibatkan peternak rakyat terpaksa bersaing
secara langsung dengan produsen.® Hal ini mulai terjadi setelah pemerintah

mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

14 MKN, “Harga Daging Jatuh Peternak Terpuruk”, Kompas, Jumat, 24 Maret
2017, him. 17

15 Muhammad Idris, Agar Bisa Bertahan, Ini Permintaan Peternak Ayam ke
Pemerintah, Detik Finance, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-
3356899/agar-bisa-bertahan-ini-permintaan-peternak-ayam-ke-pemerintah, Senin 28 Nov
2016/18:13 WIB
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ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang digantikan dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Sebelumnya perusahaan integrator
dilarang masuk ke pasar tradisional sektor budidaya unggas atau
membangun kandang sendiri.®

Terkait akses yang didapat produsen untuk masuk dan menjual ayam
ke pasar tradisional seperti yang telah disinggung di atas, dapat dilihat

penjelasannya dalam diagram berikut ini:

Gambar 1.1

(Akses yang Didapat Produsen Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2014)
QOC — Ayam+Telur
1‘ Jual

Produsen

Beli DOC + Pakan Jual =55 : -%

Peternak
Rakyat

'3

@C — Ayam+Telur
'

Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(Sumber: Penulis)

16 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 9



Sejumlah peternak menilai masuknya industri besar di sektor budidaya
telah merusak harga, sedangkan di sisi lain pemerintah dianggap gagal
menyeimbangkan supply dan demand.!” Namun, belum diketahui secara
pasti tentang apa yang sebenarnya menjadi sumber permasalahan.

Tesis ini mengangkat tema mengenai perjanjian kartel dalam
persaingan usaha pada. sektor pangan, khususnya dalam hal produksi,
distribusi, dan.harga ayam ras di Indonesia. Penelitian ini perlu dilakukan
agar dapat diketahui apakah perjanjian yang telah disinggung diatas
merupakan sebuah perjanjian kartel yang telah melanggar pasal 11 Undang-
Undang No.5 Tahun 1999 dan telah mengakibatkan hancurnya UMKM
sebagaimana yang telah dikemukakan oleh KPPU di dalam Putusannya
Nomor 02/KPPU-1/2016.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti
tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dalam bentuk tesis yang
berjudul: " KAJIAN-"HUKUM" PERSAINGAN ~“USAHA TERHADAP
PERJANJIAN DUA-BELAS-PERUSAHAAN PRODUSEN UNGGAS

DI INDONESIA.

7 1bid



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan pokok yang

akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
terhadap perjanjian dua belas perusahaan produsen unggas ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

2. Bagaimanakah bentuk pengaturan penyelenggaraan kegiatan usaha
perunggasan di Indonesia ditinjau dari asas dan tujuan hukum

persaingan usaha?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meneliti dan
menemukan akar permasalahan penyebab hancurnya peternak rakyat
UMKM, serta merumuskan jawaban atas identifikasi masalah yang
dikemukakan. Selain itu,-penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji-dan-menganalisis-tindakan yang dilakukan oleh Komisi
Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Perkara Nomor
02/KPPU-1/2016 terhadap perjanjian dua belas perusahaan
produsen unggas ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha.

2. Mengkaji dan menganalisis pengaturan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam
menyelenggarakan sistem kegiatan usaha perunggasan dikaitkan

dengan asas dan tujuan Hukum Persaingan Usaha.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
perkembangan ilmu hukum dengan memperkaya wawasan akademis secara
teoretis dan praktis bagi para pihak yang terkait dalam usaha peternakan atau
perunggasan ayam, dan pihak masyarakat sebagai konsumen produk
peternakan ayam.
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ekonomi pada
khususnya, terutama mengenai permasalahan hukum yang berkenaan
dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan. dapat memberi masukan kepada pemerintah
sebagai pemegang dan pengatur kebijakan di bidang perunggasan agar
dalam melaksanakan atau mengeluarkan sebuah kebijakan melakukan
sebuah kajian -terlebih-—dahulu  secara menyeluruh, dan memberikan
masukan kepada masyarakat pada-umumnya dan pelaku usaha pada

khusunya mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
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E. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri atas 5 bab yaitu:

Bab | Pendahuluan yang memuat uraian terdiri dari Latar Belakang,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka
Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

Bab Il Tinjauan Pustaka yang memuat uraian sistematis tentang
teori yang digunakan terkait judul ataupun topik penelitian.

Bab Ill. Metode Penelitian yang memuat metode penelitian
digunakan, spesifikasi penelitian, cara memperoleh data penelitian, analisis
data dan lokasi penelitian.

Bab IV Analisa dan Pembahasan yang memuat uraian
bagaimanakah tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
terhadap perjanjian dua belas perusahaan produsen unggas serta
penyelenggaraan kegiatan usaha perunggasan di Indonesia yang diatur oleh
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan ditinjau dari-Hukum Persaingan Usaha.

Bab -V Penutup.-yang-— memuat ~kesimpulan dan saran dari

permasalahan yang diteliti.
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